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BIDANG SUKUM KEPIDANAAN

Pandzngan hukum atas peraran provest daian penanggulangan pelangpasan-pelanggaran
yang dilakukaa oleh kepolisian teshadap pcraturan disiplin kepolisian itu sendiri ditinjau daa Ut
No. 2 Tahun 2002 tenlang Kepolisian Negara Republik [ndonesia. Pesmasalahan yang dimjukan
adalaly mengapa banyak lerjadi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota kepolisian dan
bagaimana sanksi dan penegakan hukum terhedap pelenggaran disiplin kepolistan.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang mencabur Undang-Undang
No. 28 Tahun 1997 maka Kepolisian ini tevgabung di dalam sebutan Acgkamap Bersenjaia
Republik Indonesia, dimana di dalannya Kepolisian menspakan bagian dan Angkalan Laut,
Angkatan Darat, serta Anghstan Udara. Scsuai dengan perkembangan zaman dan bergulimya era
reformasi maka istilah Anghkamn Berscnjata Republik Indonesia kembali kepada asa) mulanya
yaitu Tentera Nasional Indooesia dan keberadaan Kepolisian berdiri secara tcspisah dengan
angkatan bersenjata laianya.

D@ ketermuan pengertian laporan dan pagaduan scbagaimana donaksud di alas
dihubungkan dengan peianggaran disiplin kepolisian maka pada dasamya laporan atau pengaduan
tersebut dibuat oleh seseorang baik itu dari kelangzn masyarakat umum maupun dari kalangan
kepolisian sendiri tenteng salah seciang anggota kepolisian yang dirasakan oleh pengadu atau
pelapor telah melakukan pelanggaran disiplin kepolisian.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan datam pelaksanaan disiplin di fingkungan
Kepolisian Negata Republik (odapesia, maka pelaksanaan petyelessian atas tondakan disiplin
yang diambil difakukan di kalangan sendiri atas secara intemn. Hal ini discbmbkan bahwa
pelang@aran disiplin yang dunaksudkan bukan sebagai suaty perbuatan pidana tetapi merupakan
sualu tindakan yang menyalahi atau meclanggar ketentuan organisasi kepolisian it sendiri.
Tindakan disiplin yang diambil terhadap pelanggar disiplin di lingkungan kepolisian dapal berupa
teguran [isan ateu tindakan fisik. Sedangkan hukuman disiplin dapat besupa teguran tertulis,
penundaan mengikuti pendidikan paling [ama | tabun, penundaap kemaikan gaji berkala,
penundaan kenaikan pangkst unnuk pating lama [ eahun, mutasi yang becsifat demosi, pembeba=m
dast jatutan serta penempagan dalom khusus paling lama 21 hari.

Penegakan disiplin  kepolisian hendaknya dapat disesuaikan dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku serta disesuaikan dengan tingkat pelanggaran disiplin itu
sendiri. Hendaknya diambil langkah kebjjaleanaan khususnya pencrapan manzjemen paifisipasi
dalam menunjang tatanan ketja poiri sebagai penyidik, yang mengikut senakao tokch masyarakat,
politikus, pemuda dan mahasiswa, cendekiawan dan juga kamponen mayarakal lainnya, sehingga
Polii tidak saja mewwjudkan kepentingan orpanisasinya tetapi juga kepentingan masyarakat luas.



